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PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.Buk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bungku  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

PENGGUGAT,  NIK  7322045404900004,  tempat  dan  tanggal  lahir  (umur)

Tonangka,  14  April  1990  (31  tahun),  agama  Islam,

pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman

di  KABUPATEN  MOROWALI,  PROVINSI  SULAWESI

TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7322040707870018, tempat dan tanggal lahir (umur) Seko,

07 Juli 1987 (34 tahun), agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan  xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN  LUWU  UTARA,  PROVINSI  SULAWESI

SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2021

telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai  Gugat),  yang telah terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bungku,  dengan  register  Nomor

444/Pdt.G/2021/PA.Buk,  tanggal  tersebut,  dengan  dalil-dalil  pada  pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melansungkan pernikahan dengan Tergugat

Pada tanggal  21 Mei  2011, di  hadapan Pegawai Pencatat  Nikah Kantor
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Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbang, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx  xxxxxxx,  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

105/08/V/2011, tertanggal 21 Mei 2011 ;

2. Bahwa saat pernikahan, penggugat adalah Perawan dan Tergugat

merupakan Jejaka, Keduanya setelah menikah Bertempat tinggal terakhir

bersama di Kelurahan Kalotok, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx

xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat

dan Tergugat  sudah tidak tinggal  bersama, Tergugat pergi  meninggalkan

Penggugat  dari  tempat  tinggal  bersama  dan  Tergugat  tinggal  di  alamat

sesuai dengan identitas diatas;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  juga  telah  melakukan  hubungan

layaknya suami istri (ba’da dukhul) sebagai suami istri dan telah dikarunia

seorang anak bernama: ANAK PERTAMA, Umur 9 tahun;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sangat  harmonis,  namun  sejak  tahun  2013  antara  Penggugat  dengan

Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

5. Bahwa  Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

disebabkan:

5.1 Tergugat tidak memberi nafkah secara layak;

5.2 Tergugat tidak menghargai Penggugat;

6. Bahwa Puncak dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut  terjadi

pada  bulan  Juni,  dimana  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dari

tempat  kediaman  bersama.  Sehingga  sejak  saat  itu  Penggugat  dan

Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 bulan lamanya, antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  melakukan  hubungan

layaknya suami istri;

7. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  memperbaiki  rumah  tangga

dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut  diatas Penggugat  sudah tidak

sanggup  lagi  untuk  mempertahankan  perkawinan  ini,  oleh  karenanya

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
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PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan

perUndang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,  Penggugat

telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain

sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan

yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada

tanggal  dan tanggal , dan ketidak hadiran Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis

dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Penggugat  supaya

bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  dan  tidak  dapat  dilakukan

mediasi, karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,  karenanya

usaha perdamaian tidak berhasil ;

Selanjutnya  pemeriksaan dimulai  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat tanggal  01 November 2021, yang telah terdaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama Bungku,  dengan register  Nomor  444/Pdt.G/2021/PA.Buk,

tanggal  tersebut  yang  isi  dan  maksudnya  tetap  dipertahankankan  oleh

Penggugat ;

Bahwa  atas  surat  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak

mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang

lingkup sengketa perkawinan,  maka kepada Penggugat  tetap dibebani  wajib

bukti;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti tanggal 06 Desember 2021, yaitu berupa :
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1. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK

7322045404900004 tanggal  26  Oktober  2021,  yang dikeluarkan oleh

Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 105/08/V/2011 tanggal 21 Mei

2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sabbang, xxxxxxxxx xxxx

xxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi

meterai  cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. SAKSI 1,  umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Siteba, Kecamatan

Walearung  Utara,  Kabupaten  Luwu,  xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx  di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut: 

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

hubungan selaku tetangga Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  istri,  mereka

menikah  pada  tanggal  21  Mei  2011  di  Kecamatan  Sabbang,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  1  (satu)  orang

anak;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Kalotok, xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

awalnya  rukun,  namun  sejak  tahun  2013  mulai  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  sehingga  kelihatan

tidak harmonis;
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 Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar,  yang saksi

tahu yaitu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak dan Tergugat

tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

 Bahwa  saksi  pernah  1  (satu)  kali  melihat  dan  mendengar

pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  puncak  permasalahan  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

pada bulan Juni 2021 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah

pisah  kediaman  bersama  sejak  bulan  Juni  2021  sehingga  mereka

telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;

 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali

Penggugat;

 Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxx  xxxxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxx  xxxxxxx,  Kecamatan

Sabang,  xxxxxxxxx xxxx xxxxx,  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

hubungan selaku ibu kandung Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  istri,  mereka

menikah  pada  tanggal  21  Mei  2011  di  Kecamatan  Sabbang,

xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  1  (satu)  orang

anak;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Kalotok, xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

awalnya  rukun,  namun  sejak  tahun  2013  mulai  sering  terjadi
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perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  sehingga  kelihatan

tidak harmonis;

 Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar,  yang saksi

tahu yaitu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak dan Tergugat

tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

 Bahwa  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  pertengkaran  dan

perselisihan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  puncak  permasalahan  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

pada bulan Juni 2021 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah

pisah  kediaman  bersama  sejak  bulan  Juni  2021  sehingga  mereka

telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;

 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

 Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali

Penggugat;

 Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;

Bahwa  Penggugat  telah  mencukupkan  bukti-buktinya  di  persidangan,

selanjutnya atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat

tidak mengajukan bantahannya kerena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan  di

persidangan  pada  tanggal  06  Desember  2021,  yang  pada  pokoknya  tetap

menghendaki perceraian;

Bahwa  untuk  meringkas  uraian  putusan  ini,  maka  ditunjuk  hal  ihwal

sebagaimana  tercantum  dalam  Berita  Acara  Sidang  perkara  ini  yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  telah  melakukan

perkawinan  secara  islami  merupakan  Asas  Personalitas  Keislaman,  maka
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perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa

dan menyelesaikannya (vide Pasal  2  jo. Pasal  49 ayat  (1)  Undang Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagai  mana  yang  telah

diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang,  bahwa pada hari-hari  persidangan yang telah ditentukan,

Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

tidak  pernah  datang  dan  menghadap  di  persidangan,  dan  tidak  juga

mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita

acara  relaas  panggilan  yang  dibacakan  di  persidangan,  ia  telah  dipanggil

dengan sah dan patut pada  tanggal  dan tanggal , dan ketidakhadiran Tergugat

tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang

sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan diluar

hadirnya  Tergugat,  sesuai  Pasal  149  Ayat  (1)  RBg,  yakni  diputus  secara

verstek;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berdasarkan  Pasal  82  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat

supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

dan perkara ini  tidak dapat  dilakukan mediasi  karena Tergugat  tidak pernah

hadir;

Menimbang,  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan  membacakan

Surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan

Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama dan perubahannya jo.  Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  secara

layak dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang akibatnya

pada  bulan  Juni  2021  terjadi  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  dan  sejak  saat  itu  Penggugat  pergi  meninggalkan

kediaman  bersama,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal
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selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan

Tergugat  tidak  lagi  menjalin  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat

telah berusaha mendamaikannya,  akan tetapi  usaha tersebut  tidak berhasil,

dan  memohon agar  Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai

Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa atas  surat  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa meskipun Tergugat tidak hadir,  karena perkara ini

termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap

dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti

tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan

kedua  orang saksi  tersebut  telah  disumpah sesuai  dengan agamanya,  oleh

sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,

dan  berdasarkan  Bukti  (P.1)  Penggugat  berdomisili  di  wilayah  hukum

Pengadilan Agama Bungku,  maka berdasarkan ketentuan Pasal  49 ayat  (1)

huruf  a  dan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pengadilan  Agama  Bungku secara  kompetensi  relatif  berwenang  untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang

telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo.

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa  pertama-tama  berdasarkan  surat  gugatan

Penggugat  dan  bukti  (P.2)  yaitu  berupa  Kutipan  Akta  Nikah,  Nomor

105/08/V/2011, tertanggal 21 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama KUA Kecamatan Sabbang,  xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx,  dan  dikuatkan  oleh  keterangan  dua  orang  saksi  yang  saling
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bersesuaian,  maka  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah suami sah Penggugat,

maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan

(persona  standi  in  judicio)  dan  patut  menjadi  pihak  (legal  standing)  dalam

perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh

mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang,  untuk  mengetahui  lebih  jelas  mengenai  sebab-sebab

perselisihan  dan  pertengkaran  sebagaimana  dimaksud  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  membebankan

kepada  Penggugat  untuk  menyempurnakan  pembuktian  dengan  keterangan

saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi  tersebut,  maka kedua saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg. dan pada Pasal 1910 BW, sehingga telah

dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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 Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat

dan Tergugat yaitu Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dengan

Penggugat dan tidak mau balik lagi;

Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim

berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan

kembali,  yang disebabkan Tergugat  tidak  memberi  nafkah secara layak dan

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, yang puncaknya antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan

Juni  2021  dan  sekarang  Penggugat  tinggal  di  KABUPATEN  MOROWALI,

PROVINSI SULAWESI TENGAH dan Tergugat tinggal di KABUPATEN LUWU

UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN,  sebab rumah tangga yang rukun

dan harmonis  harus  kumpul  dalam satu  rumah atau satu  tempat  kediaman

bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh

hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan

hukum,  sehingga  terbukti  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan

kembali,  terbukti  Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama

Bungku,  meskipun  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berusaha

mendamaikannya,  akan  tetapi  tetap  tidak  berhasil,  dan  Penggugat  telah

menyatakan  sulit  untuk  dapat  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  terbukti

Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,

dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat  Penggugat  tersebut,

telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1  Tahun 1974,  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  seorang

wanita  sebagai  suami  isteri,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
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Menimbang,  bahwa  perkawinan  bukan  sekedar  perjanjian  biasa  untuk

hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat

(mitsaqan ghalidhan) untuk mentati perintah Allah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul

Maram:

Artinya : Diwaktu  isteri  telah  memuncak  kebenciannya  terhadap  suaminya,

disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan

talak satu.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam

surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من ءايته  أن  خلق لكم  من  أنفسكم  أزواجععا  لتسععكنوا  إليهععا  و جعععل 

ذلك  ليعت  لقوم  يتفكرون بينكم مودة  و رحمة  إن  فعى 

Artinya : Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu istri-istri  dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Kompilasi  Hukum  Islam  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  tujuan

perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri

telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian

dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak

ingin  lagi  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  meskipun

Majelis  telah  berupaya  menasihati  Penggugat  agar  kembali  rukun  bersama

Tergugat  dalam  membina  rumah  tangga  namun  tidak  berhasil,  maka  agar

kedua belah pihak  berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama

dan  norma  hukum  maka  perceraian  dijadikan  salah  satu  alternatif  untuk

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang,  bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

telah  pecah,  dan  sendi-sendi  rumah  tangga  telah  rapuh  dan  sulit  untuk

ditegakkan  kembali  dan  harus  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  antara

Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) gugatan Penggugat,

telah sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal

76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  jo. Pasal 19 huruf (f),  20 dan 24

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,  jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan alasan tersebut dapat

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di

persidangan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan  hubungan  layaknya

suami  isteri  (ba’da  dukhul)  dan  belum  pernah  terjadi  perceraian,  maka

berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam talak yang akan

dijatuhkan adalah talak satu ba’in shugra;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  7  Tahun  1989

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

yang  dilangsungkan  pada  hari  Senin,  tanggal  06  Desember  2021 Masehi
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal  1 Jumadil  Awwal 1443 Hijriah, oleh kami  Derry

Briantono, S.H sebagai Ketua Majelis serta Fauzi Prihastama, S.Sy dan Aris

Saifudin, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai

Panitera, dengan 

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Derry Briantono, S.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy Aris Saifudin, S.Sy

Panitera

Hj. Sukirah, S.Ag.

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku 

Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag
Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

3. Panggilan : Rp 735.000,00

4. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.444/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


